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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Dari pembahasan yang telah disampaikan maka dapat ditarik kesimpulan 

dari dua pokok permasalahan, yaitu: 

1. Pada pokok perkara sengketa tanah yang telah peneliti analisis dibab 

sebelumnya, peneliti dapat menyimpulkan bahwa sengketa tanah yang 

terjadi di Ternate dilatar belakangi oleh banyak sekali motif seperti 

penipuan, adanya ahli waris lain yang tidak setuju jika objek waris dijual 

kepada orang lain, tanah adat yang diperdebatkan, tanah reklamasi yang 

seharusnya penuh wewenang dari pemerintah, hingga wanprestasi. 

Terjadinya sengketa tanah yang terus menerus disebabkan oleh kurangnya 

kesadaran masyarakat akan hukum positif yang telah dirancang 

sedemikian rupa oleh para pembentuk produk hukum. Adapun unsur dari 

Pasal 1320 KUHPerdata yang masih sering dilanggar adalah unsur 1 dan 

unsur 3. Seringkali para pihak merasa hak dan kewajibannya telah berakhir 

sampai hanya sampai pada mereka bersepakat, nyatanya masih ada hak 

dan kewajiban dari masing – masing pihak yang seharusnya diselesaikan 

secara prosedural seperti penerbitan atau balik nama sertifikat tanah.  

2. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pembeli yang dirugikan pada 

kasus jual beli tanah di Ternate dibagi menjadi 2 jalur yaitu jalur litigasi 

dan jalur non – litigasi. Bagi pembeli yang telah bersepakat menyelesaikan 

sengketa melalui jalur litigasi maka jalur litigasi sudah tidak diperlukan
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lagi karena sudah ada kesepakatan antara pembeli dan oenjual, kecuali 

sewaktu – waktu penjual objek sengketa mencurangi lagu maka dapat 

dibawa ke jalur litigasi agar pembeli mempunyai perlindungan hukum atas 

haknya dan didasari oleh kekuatan hukum yang tetap. Bagi pihak yang 

menyelesaikan dijalur litigasi, maka pembeli harus terus memperjuangkan 

haknya hingga pada tahap upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan 

kembali agar memilki hak penuh atas objek tersebut dan memiliki 

kekuatan hukum yang sah.  

4.2.   Saran 

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Pihak-pihak yang akan melakukan jual beli tanah harus terlebih 

dahulu memeriksa tanah yang menjadi objek jual beli. Pihak pembeli 

harus meneliti dan memeriksa kembali kebenaran dari keterangan-

keterangan yang disampaikan oleh penjual untuk menghindari adanya 

penipuan yang dilakukan penjual. Hal ini bertujuan untuk menghindari 

terjadinya sengketa di kemudian hari. 

b. Kantor Pertanahan Kota Ternate hendaknya melakukan sosialisasi 

kepada masyarakat terkait dengan pemeliharaan data pendaftaran tanah, 

khususnya jual beli tanah yang sudah bersertifikat.  

c. Dalam melaksanakan proses jual beli harus dilakukan pendaftaran 

dan pelaksanaan di hadapan PPAT agar peralihan hak atas tanah dapat 

dilakukan yang dibuktikan dengan adanya Akta Jual Beli Tanah (AJB) 

tanah yang dibuat oleh PPAT.


